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MOTTO 
 
َاياَلااوُنَمااَءاَنيِذَّلاااَهُّ يَأَالاَوْمَأااوُلُكَْتَاَّلاِااِلِطاَبْلِبِاْمُكَن ْ ي َباْمُكاَانوُكَتاْنَأا
ْامُكْنِماٍضاَر َتاْنَعاًَةرَاِتِ 
 “ Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka di antara kamu”. (Q.S An-Nisa’: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
 
 
 
 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
 
 
 
 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  ةضور لافطلأا  Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2.  ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لجّرلا Ar-rajulu 
2.  للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
 
 
 
 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دمحم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
  نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Dina Dwi Pratiwi,NIM: 152111128, “Praktik Jual Beli Pakian Bekas 
DiTinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh 
Muamalah (Studi Kasus Pasar Raya Pedan Klaten)” 
Di Pasar Pedan ini masih banyak konsumen yang berminat untuk membeli 
pakaian bekas. Konsumen sering kali tergiur oleh barang yang cenderung murah 
harganya, bahkan diperparah lagi penjual tidak mau memberikan informasi yang 
detail tentang pakaian bekas yang diperjualbelikan. Di dalam praktik jual beli 
pakaian bekas ini konsumen tidak mengetahui sumber dari pemilik pakaian 
tersebut berasal karena penjual tidak memberikan informasi, bahkan penjual 
sampai berbohong untuk meyakinkan konsumen agar mau membeli pakaian 
tersebut. Hal seperti itu memiliki dampak kurang baik bagi kesehatan konsumen 
seperti halnya apabila pemilik pakaian sebelumnya mempunyai penyakit kulit 
yang dapat membahayakan konsumen. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan di Pasar Raya 
Pedan. Dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. 
Selanjutnya data dikumpulkan dan analisis dengan menggunakan teori yang 
berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah 
untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik jual beli di Pasar Raya Pedan 
belum memenuhi syarat dalam jual beli karena ada beberapa penjual yang tidak 
mengetahui kondisi dari barang bekas yang mereka jual. Sedangkan dalam syarat 
jual beli penjual harus paham dan mengetahui dari segi kualitas, kuantitas, zat dan 
harga dari barang yang mereka jual. Dalam perlindungan konsumen di Pasar Raya 
Pedan tidak sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai asas, hak-
hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku 
usaha. 
Kata Kunci: Pakaian Bekas, Jual Beli, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 Dina Dwi Pratiwi, NIM: 152111128, "The practice of buying and 
selling used clothing is reviewed from the Consumer Protection Law and 
Muqalah Fiqh (Case Study of Pasar Raya Pedan Klaten)”. 
 In Pedan Market there are still many consumers who are interested in 
buying used clothing. Consumers are often tempted by goods that tend to be 
cheap, even worse, sellers do not want to provide detailed information about used 
clothing being traded. In the practice of buying and selling used clothing, 
consumers do not know the source of the clothing owner because the seller does 
not provide information, even the seller even lies to convince consumers to buy 
the clothes. Things like that have an unfavorable impact on consumers' health as 
well as if the previous clothing owner had a skin disease that could endanger 
consumers. 
 This study uses field research methods in Pasar Raya Pedan. With the 
method of data collection by interview and observation. Furthermore, data is 
collected and analyzed using theories related to the Consumer Protection Act and 
Fiqh Muamalah for further conclusions. 
 The results showed that the practice of buying and selling at Pasar Raya 
Pedan did not meet the requirements for buying and selling because there were 
some sellers who did not know the condition of the used goods they sold. 
Whereas in terms of buying and selling sellers must understand and know in terms 
of the quality, quantity, substances and prices of the goods they sell. In consumer 
protection in Pasar Raya Pedan it is not in accordance with Law No.8 of 1999 
concerning Consumer Protection as a whole in the articles concerning the 
principles, rights and obligations of consumers as well as acts that are prohibited 
for business actors. 
 
Keywords: Used Clothing, Buying and Selling, Consumer Protection Act 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam kehidupan masyarakat manusia selalu memiliki 
kepentingan dengan manusia lain. Hal ini masih berpedoman dengan 
ajaran-ajaran Islam, yang merupakan  tuntunan kehidupan  sekaligus 
anjuran yang memiliki dimensi ibadah, karena dalam ajaran Islam 
kehidupan manusia tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi kehidupan 
ruhaniyah, tanpa jasmaniyah atau sebaliknya. Keduanya merupakan satu 
kesatuan utuh yang tidak terpisahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang ada di dalam  Al-Qur’an.1 
Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli 
harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun 
jual beli tersebut, dan para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu 
transaksi jual beli dianggap sah apabila : Jual beli itu terhindar dari 
cacat, seperti  kriteria  barang  yang  diperjualbelikan  itu  tidak 
diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga. 
Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang 
dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar 
menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim 
melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang 
                                                             
1 Pujiono, Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 1. 
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ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual 
tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, 
serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak beli.2 
 Di dalam al-Qur’an dan Hadist yang merupakan sumber hukum 
Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar 
menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk 
pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan 
keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan 
hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa 
mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.3 
Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, 
sehingga kebutuhan pakaian jadi akan terus meningkat seiring 
perkembangan populasi dunia. Salah satu masalah yang dihadapi di 
Indonesia adalah banyaknya jual beli pakaian bekas. Masyarakat tidak 
mengetahui bahwa pakaian bekas banyak mengandung bakteri atau, 
lingkungan hidup penyakit yang dapat mengancam kesehatan, 
keselamatan, keamanan, dan moral bangsa.4 
Perlindungan konsumen saat ini sedang ramai dibicarakan. Apalagi 
yang terjadi di dalam dunia perdagangan. Perlindungan konsumen 
                                                             
2 Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010), hlm. 77.  
3 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 
Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm 2. 
4 Dwiyanti Yusnidya Putri, “Upcycle Busana Casual Sebagai Pemanfaatan Pakaian 
Bekas”, Jurnal Edisi Yudisium, Vol. 07, No. 01, Februari 2018, hlm 12-22. 
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sangat dianjurkan agar menimbulkan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban antara pelaku usaha dan konsumennya. Perlindungan 
konsumen sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum yang tujuannya untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
Akhir-akhir ini beredar kabar yang membuat masyarakat khawatir 
tentang bakteri yang terdapat di pakaian bekas yang diperjualbelikan. 
Berdasarkan  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Perdagangan 
Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwasanya : Direktorat   
Jendral   Standardisasi   dan   Perlindungan   Konsumen Kemendag 
telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang 
beredar di Pasar Senen, Jakarta. Hasilnya, semua pakaian impor itu 
mengandung berbagai bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Contoh 
pakaian yang diambil di Pasar Senen Jakarta terdiri atas beberapa jenis 
pakaian yaitu : pakaian anak (jaket), pakaian  wanita  (vest,  baju  
hangat,  dress,  rok,  atasan,  hot  pants, celana pendek), pakaian pria 
(jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, 
kemeja, boxer).5  
Dalam penelitian ini dipilih tempat yang menjual pakaian bekas 
yang berada di daerah Pasar Raya  Pedan. Pasar Raya Pedan terletak di 
Dukuh Polaharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. 
Alasan memilih Pasar Raya Pedan ini karena masih banyak yang penjual 
pakaian bekas disini dan Banyaknya konsumen yang masih berminat 
                                                             
5 https://ekonomi.kompas.com › Ekonomi › Makro, diunduh tanggal 27 Januari 2019. 
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untuk membeli pakaian bekas tersebut. Di Pasar Raya Pedan ini banyak 
yang menjual pakaian bekas yang masih layak untuk digunakan. Dalam 
jual beli pakaian bekas di Pasar Raya Pedan ini menggunkan sistem 
oprokan, jadi pembeli bisa memilih sesuai dengan yang dikehendaki. 
Konsumen sering kali tergiur oleh barang yang cenderung murah 
harganya, bahkan diperparah lagi penjual tidak mau memberikan 
informasi yang detail tentang pakaian bekas yang diperjual belikan 
tersebut. Dengan terbatasnya ilmu pengetahuan yang penjual miliki 
tentang bisnis, mereka melakukan praktik jual beli hanya sekedar 
dagangan mereka laku dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-
banyaknya. Pedagang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan 
bisnis perdagangan yang benar dan sesuai dengan syariat tanpa 
merugikan diantara kedua belah pihak.6 
Di dalam praktik jual beli pakaian bekas ini konsumen tidak 
mengetahui sumber dari pemilik pakaian tersebut berasal karena penjual 
tidak memberikan informasi, bahkan penjual sampai berbohong untuk 
meyakinkan konsumen agar mau membeli pakaian tersebut. Hal seperti 
itu memiliki dampak kurang baik bagi kesehatan konsumen seperti 
halnya apabila pemilik pakaian sebelumnya mempunyai penyakit kulit 
yang dapat membahayakan konsumen. 7 
                                                             
6 Obsevasi praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pedan 21 Maret 2019 
 
7 Agung, Pembeli Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2019, jam 08.00 - 
08.30 WIB. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk 
mengkaji tentang PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS 
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pasar Raya 
Pedan) 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Raya Pedan, 
Klaten? 
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari Fiqh 
Muamalah? 
3. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai 
dalam penelitian. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di pasar raya 
pedan. 
2. Untuk mengetahui praktik jual beli ditinjau dari Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
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Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pedoman 
dalam hal jual beli yang sesuai dengan fiqh mumalah. Dengan 
adanya penelitian ini maka jika terjadi kasus-kasus yang serupa 
yang berkaitan dengan fiqh muamalah terutama dalam hal jual 
beli maka dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi penelitian. 
2. Manfaat Praktis 
Dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan 
gambaran dan pemahaman bagi masyarakat mengenai jual beli 
pakaian bekas. 
E. Kerangka Teori 
Ada tiga teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian 
penulis, yakni: 
1. Teori Jual Beli 
Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay artinya 
memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling 
mengganti. Secara terminologi jual beli adalah dengan tukar 
menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan 
dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.8 
Pengertian jual beli menurut bisnis syari’ah adalah tukar 
menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama 
suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak 
memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang 
                                                             
8 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192-193. 
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yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak 
dilindungi oleh hukum.9 
Dalam kitab sebagaimana dikutip oleh Siswandi fiqih muamalah 
karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai’ 
(jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, 
menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta 
dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta 
diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada 
kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu 
yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.10 
2. Perlindungan Konsumen 
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 
Tahun 1999 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya 
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen.11Konsumen adalah orang 
pemakaian barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang.12 
Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu : 
                                                             
9 Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, Jurnal Risat 
Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, September 2013, hlm. 3. 
10 Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ummul Qura, Vol. III, No. 2, 
Agustus 2013, hlm. 2. 
11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
12 Ahmad  Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, 
(Jakarta: PT Grafindo Persada),2011, hlm. 20. 
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a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety). 
Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas 
keamanan produk dan jasa. 
b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) 
Konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh 
informasi yang sejelas jelasnya tentang suatu produk/jasa yang 
dibeli atau dikonsumsi. 
c. Hak untuk memilih (the right to choose). 
Konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih 
produk/jasa pada tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak 
boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu 
yang akan merugikan dirinya. 
d. Hak untuk didengar (the right to be heard). 
Konsumen memiliki hak untuk didegarkan kebutuhan dan 
klaim, karena hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh 
informasi. Walaupun perlindungan konsumen sudah diatur oleh 
UUPK.13 
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data yang tersedia 
yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya 
dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Dari hasil 
penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: 
                                                             
13 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika), 
2009, hlm. 30. 
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Skripsi Istianah  Program  Studi Hukum Ekonomi Syari’ah 
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Skripsi ini 
membahas tentang  praktik jual beli pakaian bekas. Persamaan skripsi 
ini dengan penelitian saya adalah terletak pada obyek penelitian yakni 
jual beli pakaian bekas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
penulis yaitu tinjauan yang digunakan dalam jual beli pakaian bekas 
serta tempat penelitian. Kesimpulan dari praktik jual beli diatas bahwa 
praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan 
menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam, karena adanya ketidak jelasan obyek yang diperjualbelikan.14 
Skripsi Dewi Rohani Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas 
Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual 
Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan 
Pekanbaru”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pakaian 
bekas dan  pandangan Ekonomi Islam terhadap jual beli pakaian bekas 
dalam karung (bal-balan). Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya 
adalah obyek penelitian yaitu pakaian bekas. Perbedaan skripsi ini 
dengan penelitian saya yaitu tinjauan yang digunakan berbeda dan 
                                                             
14 Istianah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar 
Beringharjo Yogyakarta” , Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah 
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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sistemnya menggunakan karungan (bal-balan). Kesimpulan dari  jual 
beli diatas menurut ekonomi Islam dari segi barang dibolehkn asalkan 
barang tersebut tidak menyebabkan penyakit, sedangkan dari segi 
pemesanan ditinjau menurut ekonomi Islam tidak menyimpang karena 
jika pemesa pakaian ada yang tidak sesuai dan itu isebabkan oleh agen 
maka agen yang menanggung resiko, dan jika disebabkan karyawan 
maka ditanggung oleh karyawan.15 
Skripsi Ahmad Afifudin Program Studi Muammalah Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 
tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 
Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa 
Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupate Kendal)”. Skripsi ini 
membahas tentang Undang-Undang perlindungan konsumen dalam 
pembelian pakaian bekas impor.16 Persamaan skripsi ini dengan 
penelitian saya adalah obyek penelitian yaitu pakaian bekas. Perbedaan 
                                                             
15 Dewi Rohani, “Tinjaun Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam 
Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi 
Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau, 2013. 
16 Ahmad Afifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor 
Perspektif Undang-Undang RI  No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus 
di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Program Studi Muammalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Semarang, 2015. 
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skripsi ini dengan penelitian saya yaitu menggunakan dua tinjauan yaitu 
UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, 
lembaga dan lainnya), pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 
tampak atau sebagainya.17 Dalam penelitian ini penulis melakukan 
penelitian secara langsung di Pasar Pedan. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer merupakan data yang berupa sejumlah keterangan 
atau fakta yang diperleh secara langsung dari informan.18 Penulis 
mengambil 4 penjual yaitu: Heri, Mus, Karto, dan Bagio 
merupakan penjual pakaian bekas di Pasar Raya Pedan Klaten 
sebagai sample untuk memperoleh data wawancara serta 9 
pembeli yaitu: Yuda, Widodo, Agung, Sugimin, Aditya, Joko, 
Raharjo, Sunaryo, dan Ranto merupakan pembeli pakaian bekas 
di Pasar Raya Pedan Klaten.  
                                                             
17 Hadari Nawawi, Metode Penelitian di Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2015), hlm. 63. 
18 Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Meteologi Penelitian, (Yogyakarta: BPFE, 
2002), hlm. 146. 
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b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, 
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.19. 
Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, skripsi,  
jurnal dan buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian. 
Adapun buku yang diambil dari buku yang ada kaitannya dengan 
masalah jual beli dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
3. Waktu dan Tempat Penelitian 
Dalam melakukan penelitian yang berjudul Praktik Jual Beli 
Pakaian Bekas DiTinjau Dari Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen Dan Fiqh Muamalah penulis melakukan penelitian 
langsung di pasar Pedan pada tanggal 24 September 2019 sampai 7 
Oktober 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai 
berikut: 
a. Observasi (pengamatan)  
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 
yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 
di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 
ingatan.20 Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi 
                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantittif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 
2008), hlm. 137. 
20 Ibid.. hlm. 145. 
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yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian 
bekas yang diterapkan di Pasar Raya Pedan 
b. Wawancara   
Metode wawancara adalah metode penggalian data dengan cara 
berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak-pihak atau ahli 
yang berkaian dengan tema yang akan diteliti.21 Dalam 
penelitian ini dilakukan wawancara dengan Kepala Pasar Raya 
Pedan, para penjual pakaian bekas yaitu: Heri, Mus, Karto, dan 
Bagio dan pembeli yaitu: Yuda, Widodo, Agung, Sugimin, 
Aditya, Joko, Raharjo, Sunaryo, dan Ranto untuk menggali 
informasi tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Raya Pedan. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 
misalnya catatan harian sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, 
kebijakan. Dokumen yang termasuk gambar misalnya foto, 
gambar hidup, dan sketsa. Studi dokumen merupakan pelengkap 
dari pengguna metode observasi dan wawancara.22 Dalam 
penelitian ini, akan mengambil data yang berkaitan dengan 
pakaian bekas dan tentang praktik jual beli di Pasar Raya pedan. 
                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 
hlm. 47. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D ..., hlm. 240. 
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5. Teknik Analisis Data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan analisi kualitatif, 
yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan 
tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisi data yang 
didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis 
yang diperoleh dari wawancara, kepustakaan dan dokumentasi.23 
Seluruh data diolah dan diproses supaya tercapai sebuah 
kesimpulan. Mengingat data yang sifatnya sangat beragam, maka 
yang dipakai adalah teknik analisis. Metode yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode penulisan yang 
berusaha menggambarkan tentang praktik jual beli pakaian bekas di 
Pasar Raya Pedan. Kemudian memberikan analisis Teori Fiqh 
Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen lalu 
dipadukan dengan sebenarnya yang terjadi di Pasar Raya Pedan. 
  
                                                             
23 Lexy J Molcong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2010), hlm. 172. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka skripsi 
disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub bab. 
Agar lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulis uraiakan 
sebagai berikut: 
Bab I yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II  yaitu landasan teori yang membahas tentang jual beli, dasar 
hukum,syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, Pengertian 
Perlindungan Konsumen, Asas Perlindungan Konsumen, Tujuan 
Perlindungan Konsumen. Hak dan Kewajiban Konsumen serta definisi 
Maqashid Syari’ah, dasar hukum, macam-macam maqashid syari’ah. 
Bab III yaitu membahas tentang deskripsi data penelitian yang 
meliputi lokasi penelitian praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pedan 
Klaten yang berisi sistem, tata cara, kegiatan yang digunakan oleh 
penjual. 
Bab IV yaitu setelah mendapatkan dari bab sebelumnya penulis 
melakukan  analisis dan pembahasan terhadap praktik jual beli pakaian 
bekas ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan fiqh 
muamalah. 
Bab V  yaitu penutup berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi 
yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 
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A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
Secara bahasa kata bai’ berarti penukaran secara mutlak.1 Jual beli 
menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu yang lain. 
Mempertukarkan sesuatu maksudnya, harta mempertukarkan harta 
benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari 
benda yang dipertukarkan disebut dagangan (mabi’), sedangkan 
pertukaran yang lain disebut harga (saman).2  
Pengertian secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan 
barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik 
dari yang satu kepada lain atas dasar saling merelakan.3 
Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling tukar harta 
dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang 
diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang 
bermanfaat. Definisi ini mengandung pengertian cara yang khusus 
yang dimaksud ulama hanafiyah adalah melalui ijab dan kabul, atau 
                                                             
1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, ter. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurijal (Depok: Keira 
Publishing, 2015), hlm. 27. 
2 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 
4. 
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67. 
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juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual 
dan pembeli. 
Definisi lain diungkapkan oleh ulama Malikiyah bahwa jual beli 
adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 
milik dan kepemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan 
pemilikan” , karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak 
harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).4 
Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli 
adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang 
memiliki  nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai 
kompensasi  barang sesuai dengan perjanjian atau  ketentuan yang 
telah dibenarkan syara’ dan disepakati.5 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 
mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan As-sunnah 
Rasullullah SAW. 
a. Firman Allah SWT: 
اۗوٰب ِّ رلا َم َّرَحَو َعَْيبْلا ُ هاللّٰ َّلََحاَو 
                                                             
4 Abdul Rahman Ghazaly dkk., Fiqh Muamalat (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 
2015), hlm. 67-68. 
5 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 105. 
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Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba”. (QS. Al Baqarah:275).6 
b. Firman Allah SWT: 
 ِّطَابْلاِّب ْمُكَنَْيب ْمُكَلاَوَْمأ اُوُلْكَأت َلااُونَما َء َني ِّذَّلا اَهَُّيأَاي  ةَراَحِّت َنوَُكت َْنأ َّلاِّا ِّل  
  ُْمكْن ِّم ٍضاََرت ْنَع  
Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS, An-
Nisa:29).7 
 
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli 
a. Rukun Jual Beli 
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 
sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam 
menetukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama 
Hanafiyah dan jumhur ulama. 
                                                             
6 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Diponegoro, 
2007), hlm. 47. 
7 Ibid.. hlm. 83. 
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Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 
(ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari 
penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu 
hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan 
transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan 
unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka 
diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah 
pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang 
melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam 
ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga 
barang (ta’athi). 
Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, 
yaitu8: 
1) Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan 
pembeli). 
2) Ada shighat (lafal ijab dan kabul). 
3) Ada barang yang dibeli. 
4) Ada nilai tukar pengganti barang. 
Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang 
dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual 
beli,bukan rukun jual beli. 
                                                             
8 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 
hlm. 599.  
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b. Syarat Jual Beli 
Syarat jual beli menurut jumhur ulama sebagai berikut9: 
1) Syarat orang yang berakad 
Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi 
jual beli harus memenuhi syarat-syarat: 
a) Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang 
belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, 
dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama 
berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual 
beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang 
yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual 
beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya. 
b) Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang 
berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang 
tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang 
bersamaan. 
2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul 
Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli 
adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat 
terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab 
dan qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak 
                                                             
9 Abdul Rahman Ghazaly dkk., Fiqh Muamalat ..., hlm.70-71 
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terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua 
belah pihak. 
Apabila ijab-qabul telah diucapkan dalam transaksi, secara 
otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. 
Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari ijab-qabul adalah 
sebagai berikut: 
a) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang 
mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, 
sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan 
hanya telah berakal saja. 
b) Kabul harus sesuai dengan ijab. 
c) Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan 
tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang 
melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang 
bersamaan. 
3) Syarat yang diperjualbelikan 
Syarat yang diperjualbelikan, sebagai berikut: 
a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak 
penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang 
itu. 
b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat 
bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini 
adalah menjual khamar, bangkai haram untuk 
22 
 
 
 
diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia 
dalam pandangan syara’. 
c) Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum 
milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, 
seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang 
masih dalam tanah, karena keduannya belum menjadi 
milik penjual. 
d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada 
waktu yang telah disepakati. 
4) Syarat nilai tukar (harga barang) 
Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur 
terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang, 
ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar 
adalah sebagai berikut: 
a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 
jumlahnya. 
b) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun 
secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu 
kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka 
waktu pembayarannya harus jelas waktunya. 
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c) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang 
yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan 
syara’ seperti babi dan khamar.10 
4. Sifat Jual Beli 
Sifat-sifat dalam jual beli ada 3 yaitu: 
a. Jual Beli Shahiih 
Jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu 
yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. 
b. Jual Beli Batal 
Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak 
sesuai dengan syariat, yakni orang yang melakukan akad bukan 
ahlinya, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum paham 
dengan jual beli. 
c. Jual Beli Rusak 
Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan 
syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada 
sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan seorang yang 
mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan 
pertentangan.11 
5. Macam-macam Jual Beli 
                                                             
10 Syaifullah M.S. , “Etika Jual Beli Dalam Islam,” Jurnal Studia Islamika, (Palu) Vol. 
11, No. 2, 2014, hlm. 377-379. 
11 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 92. 
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a. Dilihat dari aspek objeknya jual beli dibagi menjadi empat macam 
yakni: 
1) Ba’i al-muqayadah, yakni jual beli barang dengan barang yang 
lazim disebut jual beli barter. 
2) Ba’i al-mutlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain 
secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara 
mutlaq, seperti Dirham, Rupiah, atau Dollar. 
3) Ba’i Sharf, yakni meperjualbelikan tsaman (alat pembayaran) 
dengan tsaman lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dollar, atau 
alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. 
4) Ba’i Salam, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan 
berfungsi sebagai mabi, melainkan berupa dain (tanggungan) 
sedangkan yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa 
‘ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum 
keduannya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam 
berlaku sebagai ‘ain.12 
5) Ba’i al murabahah, yakni akad jual beli barang tertentu. Dalam 
transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas 
barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan 
keuntungan yang diambil. 
                                                             
12 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm. 141. 
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6) Ba’i al musawamah, yakni jual beli biasa, dimana penjual tidak 
memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang 
didapatnya. 
7) Ba’i al muwadha’ah, yakni jual beli dimana penjual melakukan 
penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar 
atau dengan potongan (discount). Penjual semacam ini 
biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva 
tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah. 
8) Ba’i al istishna’ yakni kontrak jual beli dimana harga atas 
barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai 
dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, 
sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan 
kemudian.13 
b. Dilihat dari segi pelaku akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian 
yaitu : 
a) Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan 
adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu 
dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan 
alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang 
dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan. 
                                                             
13 Muhammad Yunus, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam 
Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (Bandung) 
Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 151. 
26 
 
 
 
b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan 
atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan 
ucapan misalnya melaui via pos dan giro. Jual beli ini 
dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam 
satu majelis akad, tetapi melalaui pos dan giro, jual beli ini 
diperbolehkan oleh syara’. 
c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal 
dengan istilah muathah yaitu mengambil dan memberikan 
barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan 
menerima dari para pihak yang telah saling memahami 
perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya 
seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol 
harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang 
pembayarannya. 
c. Dilihat dari segi hukumnya jual beli yang sah menurut hukum dan 
jual beli yang batal menurut hukum : 
1) Jual beli yang sahih. Apabila jual beli itu disyariatkan 
memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan 
milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli 
itu sahih dan mengikat kedua belah pihak jual beli yang sah 
dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok 
yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. 
Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum. 
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2) Jual beli yang batil. Apabila pada jual beli itu salah satu atau 
seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan 
sifatnya tidak disyari’atkan, maka jual beli itu batil. Jual beli 
yang batil itu sebagai berikut: 
a) Jual beli sesuatu yang tidak ada Ulama’ Fiqih sepakat 
menyatakan, bahwa jul beli barang yang tidak ada tidak 
syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru 
berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam 
perut induknya. 
b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual 
barang yang tidak dapat diserhakan kepada pembeli, tidak 
sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang atau 
burung peliharaaan yang lepas dari sangkarnya. 
c) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada 
kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual barang 
yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). 
Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik 
namun terdapat cacat didalamnya barang tersebut atau 
penjual ikan yang masih di dalam kolam. 
d) Jual beli benda najis, ulama sepakat tentang larangan jual 
beli barang yang najis seperti anjing Hadist Rasulullah 
SAW. 
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Telah mengabarkan kepada kita Abdullah Ibnu Yusuf 
mengabarkan kepada Malik dari Ibnu Sihab dari Abi 
Bakar Ibnu Abdirahman dari Abi Mas’ud Al Anshari RA: 
Bahwa Rasulullah SAW melarang harga anjing (berjual- 
beli anjing), bayaran pelacuran, dan upah tukang tenung. 
e) Jual beli al-‘urbun pembayaran uang muka dalam transaksi 
jual beli, dikenal ulama’ fiqh dengan istilah bai’ arbun 
adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan 
pemesanan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia 
bersungguh-sungguh atas pesananya tersebut. Bila 
kemudian pemesan sepakat barang pesananya, maka 
terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut 
merupakan bagian dari harga barang pesanan yang 
disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, 
maka uang muka tersebut menjadi milik penjual. 
f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air 
yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah 
milik bersama umat manusia dan tidak boleh 
diperjualbelikan. Menurut Jumhur Ulama air sumur 
pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha 
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itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok 
air tersebut.14 
6. Pengertian Jual Beli Gharar 
Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantisa aktual di 
tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan 
peradaban perkembangan umat manusia itu sendiri diantaranya 
persooalan jual beli. 
Pengertian jual beli gharar itu terdapat berbagai macam penafsiran 
dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, 
pengertian jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, 
dan tempatnya15 sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli 
yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau Mukhatara (spekulasi) 
atau qumaar (permainan tuduhan). 
Jual beli gharar adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya 
terdapat jahalah (unsur ketidak jelasan), atau di dalamnya terdapat 
unsur taruhan atau judi.menurut Imam an-Nawawi, gharar merupakan 
unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Para ahli fiqh 
mengemukakan beberapa definisi gharar yang bervariasi dan saling 
melengkapi. Menurut Imam al-Qarafi, gharar adalah suatu aka16d yang 
tidak diketahui dengan tegas akad terlaksana atau tidak, seperti 
                                                             
14 Ahmad Mukhlishin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i Dan 
Imam Hanafi,”  Mahkamah, (Lampung) Vol. 2 Nomor 2, 2009, hlm. 338-341. 
15 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 
Moderen Engglis Pers, 1999), hlm. 226. 
16 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), hlm. 70. 
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melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan 
yang masih di dalam air (kolam). 
Jual beli gharar yang dilarang secra umum menurut Ibnu Ja’I 
Maliki, yaitu: 
a. Tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual anak hewan yang 
masih dalam kandungan induknya. 
b. Tidak diketahui harga dan barang. 
c. Tidak diketahui sifat barang atau harga. 
d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga. 
e. Tidak diketahui masa yang akan datang. 
f. Menghargakan dua kali pada suatu barang. 
g. Menjual barang yang diharapkan selamat. 
h. Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat jatuh wajib 
membeli. 
i. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-lempar. 
j. Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka ajib 
membelinya.17 
 
B. Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam 
pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu segala 
                                                             
17 Rachmad Syafe’I, Fiqh Muamalah..., hlm. 98. 
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upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen.18 
Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undangg 
Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan 
pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena 
keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku 
usaha. 
Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum 
oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian 
hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) 
maupun dalam bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum 
Administrasi Negara).19  
AZ Nasution dalam Gunawan Widjaja20 memberikan pengertian 
konsumen sebagai orang-orang atau organisasi yang menggunakan 
barang dan/atau jasa. Berdasarkan pengertian tersebut maka terdapat 
dua jenis konsumen, yaitu: 
1) Konsumen antara, yaitu mereka yang menggunakan barang 
dan/atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya lagi. 
                                                             
18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
19 Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 2, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1-2. 
20 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen di 
Indonesia, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.25. 
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2) Konsumen akhir, yaitu mereka yang menggunakan barang untuk 
keperluan sendiri atau keluarga dan atau rumah tangganya. 
Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
konsumen diartikan sebagai setiap pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, keluarga, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak dapat 
diperdagangkan. Dengan demikian tercantum dalam penjelasan pasal 1 
angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa pengertian 
konsumen yang dipergunakan adalah pengertian konsumen dalam arti 
konsumen akhir. 
Dilihat dari pengertian konsumen tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa konsumen adalah orang-orang atau organisasi-
organisasi sebagai konsumen akhir, yang menggunakan barang 
dan/atau jasa yang dilindungi UU No. 8 Tahun 1999. 
Selain pemerintah, pihak yang mempunyai kewajiban dalam 
memberikan perlindungan konsumen adalah pelaku utama, atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, 
yang didirikan dan berkedudukan atas melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. 
Dalam Burgelijk Wetboek (yang sekarang popular dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata) terdapat ketentuan-ketentuan yang 
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bertendensi melindungi konsumen, seperti terjabar dalam beberapa 
pasal buku III, bab IV, bagian UU yang dimulai dari pasal 1365.21 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
a. Asas Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta 
kepastian hukum. Dengan penjelasan sebagai berikut: 
1) Asas  Manfaat  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa 
segala  upaya  dalam  menyelenggarakan  perlindungan 
konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
2) Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat 
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan 
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya secara 
adil.22 
3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan 
untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 
                                                             
21 Ibid..hlm 19. 
22 Ahmad Miru, Hukum Perlindungan Konsumen,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 
2007, hlm. 25. 
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kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan 
pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan   perlindungan   konsumen,   serta negara 
menjamin kepastian hukum.23 
b. Tujuan Perlindungan Konsumen 
Adapun tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut: 
1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri. 
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa. 
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi. 
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen hingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 
                                                             
23 Ahamad Miru, Hukum Perlindungan Konsumen..., hlm.26. 
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6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produk barangdan/jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, 
merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen 
yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam 
pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan 
konsumen. 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen merupakan hukum positif Indonesia yang memuat secara 
khusus unsur-unsur perlindungan konsumen. Lahirnya Undang-undang 
ini merupakan perkembangan yang cukup signifikan dalam lingkungan 
perlindungan konsumen. Undang-undang ini diharapkan akan menjadi 
payung baik bagi pelaku usaha ataupun konsumen, karena dalam 
Undang-undang ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan 
perlindungan kepada konsumen akan hak-haknya, akibatnya tentu 
dapat terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Pada dasarnya jika berbincang soal hak dan kewajiban, maka kita 
harus kembali kepada undang-undang. Undang-undang ini, dalam 
hukum perdata, selain dibentuk oleh pembuat undang-undang 
(lembaga legislatif), yang dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-
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pihak yang berhubungan hukum satu dan yang lainnya. Baik perjanjian 
yang dibuat oleh pembuat undang-undang, keduanya itu membentuk 
perikatan di antara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah 
yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus 
dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak 
dalam perikatan. 
a. Hak Konsumen 
Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran 
konsumen harus diawali dengan upaya memahami hak-hak pokok 
konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan 
untuk mewujudkan hak-hak tersebut. 
Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU 
No.8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 
1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa. 
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan 
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
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6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Selain hak-hak diatas, ada juga hak untuk dlindungi dari 
akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari 
pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilkukan pengusaha sering 
dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan 
terminologi “persaingan curang” (unfair competition).24 
b. Kewajiban Konsumen 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen juga menyebutkan mengenai kewajiban 
konsumen sebagai berikut: 
1) Membca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan dan/atau jasa, demi keamanan dan 
keselamatan. 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
                                                             
24 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, cet.1, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), hlm.32. 
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4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.25 
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Dalam Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 Produsen disebut sebagai 
pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut: 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik. 
c. Hak utuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
d. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.26 
Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan 
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan 
bahwa pelaku usaha tidak menuntut jika kondisi barang dan/atau jasa 
yang diberikan konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga 
yang berlaku pada ummnya atau barang dan/atau jasa yang sama. 
Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang 
wajar. 
                                                             
25 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5. 
26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6. 
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Menyangkut hak pelaku usaha pada huruf b, c, dan d, merupakan 
hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat 
pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ 
pengadilan dalam tugasnya penyelesaian sengketa. 
Dalam Pasal 7 UU Nomer 8 Tahun 1999 diatur kewajiban pelaku 
usaha, sebagai berikut: 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku. 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan. 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan /jasa yang diperdagangkan. 
40 
 
 
 
g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian.27 
Perjanjian pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan 
kegiatan usaha merupakan kegiatan salah satu yang dikenal dalam 
hukum perjanjian. Ketentuan iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 
ayat 3 BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 
baik. 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M- 
DAG/PER/7/2015  tentang  larangan  impor  pakaian  bekas,  adapun latar 
belakang adanya peraturan ini adalah : 
a. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan 
kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan 
digunakan oleh masyarakat. 
b. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan   sebagaimana  dimaksud dalam 
huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang 
impor pakaian bekas. 
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf  b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
Larangan Impor Pakaian Bekas. 
Adapun larangan impor pakaian bekas tertuang dalam pasal 2 dan 
pasal 3 yang berbunyi: 
                                                             
27 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7. 
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a. Pasal 2 berbunyi : Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. Pasal 3 berbunyi : Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan 
Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
c. Pasal 4 berbunyi : importir yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai 
sanksi administrasi dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
d. Pasal 5 berbunyi : ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak 
berlaku terhadap impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan. 
e. Pasal 6 berbunyi: peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) 
bulan sejak tanggal diundangkan.28 
 
 
 
 
 
 
                                                             
28 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 51M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan 
Impor Pakaian Bekas, hlm. 2. 
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BAB III 
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR RAYA PEDAN 
KLATEN 
 
A. Gambaran Umum Pasar Raya Pedan Klaten 
Pasar Raya Pedan dibangun pada tahun 1955 mengalami 
revitalisasi 2011 oleh Pemerintahan Kota Klaten, terletak di  Jl. Pedan-
Cawas No.128, Polaharjo, Sobayan, Kec. Pedan, Kabupaten Klaten,  
Provinsi Jawa Tengah. Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional 
yang dikelola di bawah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten. Pasar 
Raya Pedan dibangun diatas lahan seluas 20.891 m2. 
Pasar Raya Pedan adalah salah satu pasar yang dibangun untuk 
untuk menampung pedagang yang tersebar di daerah Klaten. Di pasar 
Raya Pedan memiliki kios dan los sekitar 1.448 namun hanya di tempati 
sebagian. Pasar Raya Pedan kini menjadi pasar terbesar di Kecamatan 
Pedan. Kegiatan ekonomi berpusat di pasar Raya Pedan ini, tidak hanya 
warga pedan saja, tetapi banyak pengunjung dari luar pedan yang membeli 
barang-barang disini.1 
Pasar Raya Pedan ini dibagi beberapa blok untuk para pedagang, di 
blok Barat pasar merupakan tempat berjualan sayur mayur dan buah, di 
blok Utara tempat berjualan pakaian, di blok Selatan tempat berjualan 
peralatan rumah tangga dan toko emas, di blok bagian Timur tempat 
                                                             
1 Juandi Joko  Sukirno, Lurah Pasar Raya Pedan Klaten, Wawancara Pribadi, 24 
September 2019, jam 11.00- 10.00 WIB. 
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berjualan peralatan sekolah dan elektronik. Pasar Raya Pedan buka setiap 
hari pada pukul 05.30 - 21.00 WIB.2 
Pasar Raya Pedan ini mempunyai hari pasaran Wage, dan akan 
memuncak pada hari Minggu Wage. Setiap wage ini banyak penjual yang 
berdagang di sini baik yang dikios maupun oprokan, biasanya sampai 
memenuhi Pasar Raya Pedan dari Barat sampai Timur bahkan penjual 
sampai dipinggir-pinggir jalan. Di pasar Wage ini banyak yang 
diperjualbelikan di sini dari barang yang masih baru hingga sampai barang 
bekas yang masih layak. Barang yang diperjualbelikan di sini seperti 
onderdil bekas motor atau mobil, pakaian bekas, hewan peliharaan, 
peralatan sekolah, sepeda bekas, alat-alat elektronik serta tanaman hias. 
Setiap barang yang dijual di hari pasaran ini  harganya cenderung 
lebih murah. Hal ini menimbulkan minat pembeli yang banyak, bahkan 
barang bekas dan pakaian bekas masih banyak diminati para konsumen 
karena harga murah serta mendapat kualitas yang masih baik atau 
bermerk.Pasar wage ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 -  12.00 WIB.3 
Pasar Raya Pedan dipimpin oleh seorang Kepala atau  Lurah Pasar 
untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di Pasar Raya Pedan. 
Untuk melaksanakan tugasnya Lurah Pasar Raya Pedan dibantu oleh staf-
                                                             
2 Observasi di Pasar Raya Pedan Klaten, 27 Agustus 2019. 
3 Observasi di Pasar Raya Pedan Klaten, 30 Agustus 2019. 
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stafnya. Berikut ini struktur organisasi pengelolaan Pasar Raya Pedan yang 
disusun dan diterapkan oleh Lurah Pasar.4 
 
Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Raya Pedan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kantor Lurah Pasar Raya Pedan 
Struktur Oraganisasi Pengelolaan Pasar Raya Pedan 
                                                             
4 Juandi Joko  Sukirno, Lurah Pasar Raya Pedan Klaten, Wawancara Pribadi, 24 
September 2019, jam 11.00- 12.00 WIB. 
Kepala Pasar 
Juandi Joko Sukirno 
Bendahara 
Heri Suyamto 
Sekretaris 
Andri Hapsari 
Staf 
Sarminingsih 
Staf 
Santoso 
Staf 
Aditya Feri 
Staf 
Heri Prihatin 
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 Pasar Raya Pedan terdapat 2 jenis pedagang yaitu pedangang kios 
dan pedagang oprokan. Pedagang kios biasanya menjual jenis 
dagangannya, seperti peralatan sekolah, elektronik, perlengkapan rumah 
tangga, pakaian, bahan bangunan dan sembako. Sedangkan pedagang 
oprokan biasanya menjual jenis dagangannya seperti sayur mayur, buah, 
tanaman hias, barang-barang bekas, dan pakaian bekas. 
Jenis-jenis pakaian bekas yang diperjualbelikan di Pasar Raya 
Pedan5, yaitu : 
No. Jenis Barang yang dijual 
1.  Jaket  
2.  Kemeja  
3.  Celana Jeans 
4.  Kaos  
5.  Sweater  
6.  Jas  
7.  Celana Panjang 
8.  Celana Pendek 
9.  Rok  
10.  Pakaian Olahraga 
 
 
                                                             
5 Observasi di Pasar Raya Pedan Klaten, 19 September 2019. 
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B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Raya Pedan 
 Dalam praktik jual beli pakaian bekas di pasar Raya Pedan seperti 
kegiatan jual beli pada umumnya yaitu saling melakukan tawar menawar 
sampai penjual dan pembeli menemukan harga yang disepakati. Dalam 
praktik jual beli di pasar Raya Pedan ini perlu diperhatikan yaitu pembeli 
harus teliti terhadap barang yang akan dipilih. Praktik jual beli pakaian 
bekas yang terjadi di Pasar Raya Pedan ini yaitu pembeli mendatangi 
langsung penjual pakaian bekas yang diinginkan. 
 Pada proses jual beli para penjual biasanya mempersilahkan 
pembeli untuk melihat,memilih, dan mengecek pakaian yang diinginkan, 
kemudian penjual memberikan harga dengan cara tawar menawar antara 
pihak penjual dan pembeli setelah ada kesepakatan antara kedua belah 
pihak baru harga disepakati. Namun ada sebagian penjual yang 
memberikan harga yang agak miring juga agar dagangan mereka cepat 
laku dan mendapatkan keuntungan yang besar. 
 Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi pakaian 
bekas tersebut, maka penjual akan mengatakan bahwa pakaian bekas 
tersebut dalam kondisi masih baik. Jika pakaian bekas tersebut memiliki 
cacat dan pembeli tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak 
akan menjelaskan keadaan sebenarnya dengan tujuan penjual akan 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 
 Pak Heri sudah 25 tahun  berjualan pakaian bekas di pasar Raya 
Pedan ini, dengan modal 5 juta pak Heri membeli pakaian bekas tersebut 
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dari pengepul, lalu menjual pakaian tersebut dengan cara oprokan dan 
digantung. Harga setiap pakaian tesebut berkisar anatara Rp.20.000 hingga 
Rp.40.000. Biasanya para pembeli memilih barang yang diinginkan dan 
melakukan tawar menawar kepada penjual, namun dalam jual beli ini 
penjual tidak menjelaskan  spesifikasi pakaian tersebut. Dalam jual beli ini 
pak Heri mendapatkan keutungan sekitar Rp.2.000.000 perbulan.6 
 Yuda yang beralamatkan Jalinan, Kedungan, Pedan menyatakan 
bahwa harga yang cenderung lebih murah membuat pembeli tergiur untuk 
membeli pakaian bekas ini. Menurutnya celana jeansnya bagus dan 
bermerk, kadang saya membeli hingga 15 potong celana jeans untuk saya 
jual kembali kepada teman-teman dan saya mendapat keuntungan sedikit-
sedikit.7 
 Ketika pembeli datang untuk membeli pakaian bekas di Pasar Raya 
Pedan, mereka diberi kebebasan oleh penjual untuk meneliti pakaian yang 
mereka inginkan sampai pembeli merasa puas dan yakin akan pakaian 
yang diinginkan. Karena pada saat kita memilih pakaian yang akan kita 
beli, penjual tidak mau berkomentar banyak tentang pakaian bekas 
tersebut. Pada umumnya ketika calon pembeli menanyakan kualitas 
barang penjual selalu berkata bahwa pakai itu masih layak untuk dipakai.8 
                                                             
6 Heri, Penjual Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 24 September 2019, jam 09.00-09.50 
WIB. 
7  Yuda, Pembeli Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 24 September 2019, jam 09.30-
10.00  WIB. 
8 Sunaryo, Pembeli Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 24 September 2019, jam 10.00-
10.30  WIB. 
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 Widodo yang beralamatkan Kalangan, Pedan menyatakan bahwa 
saya pernah membeli celana jeans bekas ini tapi sesampai rumah saya 
coba ternyata kekecilan karena di tempat penjual tidak ada tempat untuk 
mencobanya lalu saya kembalikan kepada penjual namun tidak boleh.9 
 Pembelian pakaian bekas ini pembeli harus benar-benar mengerti 
dan harus teliti dalam memilih pakaian, karena begitu banyak pilihan 
pakaian lainnya yang tersedia. Berkenaan dengan kualitas barang bagi 
pembeli jika mengetahui pakaian yang bermerk bisa juga 
mendapatkannya, dengan harga murah sudah bisa memakai pakaian 
bermerk. Tetapi ketika pembeli tidak mengetahui pakaian yang bermerk 
mungkin mendapatkan pakaian yang biasa saja.10  
 Terkadang membeli pakaian bekas ini untung-untungan juga, saya 
pernah mendapatkan pakaian yang bermerk namun setelah sampai rumah 
dicoba ternyata ada bagian yang robek di bagian bawah. Kemudian saya 
tukarkan kepada penjual, namun penjual di sini tidak menerima komplain 
dari pembeli terhadap pakaian yang sudah dibeli.11 
 Pakaian di sini kebanyakan berasal dari luar negeri dan saya 
mengambil dari pengempul langsung yang sudah dikarungi, jadi saya 
tinggal jual saja biasanya kalau kaos, celana pendek, pakaian olahraga 
                                                             
9 Widodo, Pembeli Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 24 September 2019, jam 12.00-
13.00 WIB. 
10 Mus , Penjual Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2019, jam 08.00-08.30 
WIB. 
11 Sugimin, Pembeli Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2019, jam 08.30-
10.00 WIB. 
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saya oprokan saja. Tetapi kalau jas, jaket, sweater saya gantung agar 
kelihatan rapi. Biasanya saya jualan berkisaran Rp.15.000 hingga 
Rp.45.000, karena barang dari luar negeri ini banyak yang bermerk.12 
 Aditya walaupun masih usia anak-anak dia sering membeli pakaian 
bekas ini jenis jaket karena harganya murah serta memiliki model yang 
bagus menurutnya untuk ganti-ganti, dia tidak malu juga walaupun 
memakai pakaian bekas.13 
 Biasanya penjual disini jarang memberitahu kondisi pakaian ini, 
jadi pembeli diberi kebebasan untuk memilih sendiri pakaiannya. Saya 
pernah mengalami pada saat membeli sweater sesampai rumah di cuci, 
setelah di pakai beberapa jam saya merasakan tubuh gatal-gatal kemudian 
komplain kepada penjualnya namun hanya bilang mungkin mencucinya 
kurang bersih.14 
 Raharjo yang beralamatkan Jetis Wetan, Pedan menyatakan bahwa 
saya sering membeli kaos di sini karena harganya murah cocok untuk 
kantong saya, kaos ini sering saya pakai untuk bekerja bangunan kalau 
kena kotor tidak masalah. Sebelum memakainya kadang saya cuci dahulu 
                                                             
12 Bagio, Penjual Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2019, jam 09.00-09.20 
WIB. 
13 Aditya, Pembeli Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2019, jam 09.20-09.50 
WIB. 
14 Joko, Pembeli Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2019, jam 10.40-11.00 
WIB. 
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untuk menghilangkan debu yang menempel. Tetapi saya juga pernah 
mengalami sedikit gatal-gatal setelah memakai kaos ini.15 
 Akibat beberapa pembeli yang tidak mengetahui resiko terhadap 
kualitas pakaian bekas yang  mereka beli di Pasar Raya Pedan tersebut. 
Sebagian pembeli juga ada yang merasakan kekecewaan terhadap pakaian 
bekas yang dibelinya. Berbagai macam penyebabnya seperti: kecacatan 
pada pakaian, ukuran pakaian yang tidak ada, dan bercak-bercak kotoran 
pada pakaian. Mungkin akan berdampak pada kesehatan konsumen setelah 
memakai pakaian bekas tersebut.  
 Saya menjual pakaian bekas ini sudah 40 tahun, pakaian ini 
mengambil dari pengepul langsung kemudian di jual pakaian-pakaian ini 
tanpa menyotir dan mencuci terlebih dahulu karena itu membutuhkan 
waktu yang lama, yang penting dagangan ini laku dengan modal yang 
sedikit mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.16  
 Dengan melihat dari tidak adanya pengelolaan atau perawatan 
khusus pakaian bekas yang diperjualbelikan maka akan rentan akan 
tersebarnya berbagai penyakit dan dikhawatirkan terkontaminasi oleh debu 
atau kotoran dan itu sangat merugikan salah satu pihak yakni dari 
konsumen.17 
                                                             
15 Raharjo, Pembeli Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2019, jam 11.30-
12.00 WIB. 
16 Karto, Penjual Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2019, jam 11.00-11.30 
WIB. 
17 Ranto, Pembeli Pakaian Bekas, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2019, jam 12.00-12.30 
WIB. 
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 Melihat yang terjadi di pasar Raya Pedan pembeli yang datang 
merupakan pembeli yang memilih pasar Raya Pedan sebagai tempat 
alternatif untuk membeli pakaian bekas yang mereka butuhkan. Selain itu 
dengan harga yang ditawarkan penjual lebih murah , sehingga dengan 
harga yang murah dapat menarik para konsumen untuk membeli di pasar 
ini. Namun disisi lain ada pembeli yang merasa dirugikan oleh penjual. 
Yakni jika ada kecacatan terhadap pakaian yang di beli, tetapi dari pihak 
penjual sendiri juga tidak mau bertanggung jawab terhadap pakaian yang 
telah dibeli. 
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BAB IV 
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI 
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH 
MUAMALAH DI PASAR RAYA PEDAN KLATEN 
 
A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Raya Pedan Klaten 
 Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia 
dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual 
beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak 
hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju 
kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik didunia maupun diakhirat. 
Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan 
dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.1 
 Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini 
memunculkan bisnis perdagangan dengan sistem penjualan yang beraneka 
ragam ialah bisnis jual beli pakaian bekas yang masih banyak diminati 
oleh masyarakat di daerah Pedan dan sekitarnya. 
 Dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Raya Pedan yang 
berada di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten 
Klaten. Pada praktiknya para pembeli yang datang langsung ke Pasar Raya 
Pedan dipersilahkan untuk memilih sendiri pakaian bekas yang diinginkan 
dan menanyakan harga kepada penjual. Setelah pembeli selesai memilih 
pakaian bekas tersebut kemudian tawar menawar pakaian bekas kemudian 
melakukan pembayaran setelah harga disepakati kedua belah pihak. 
                                                             
1 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278. 
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 Harga pakaian yang murah cenderung membuat konsumen tergiur 
untuk membelinya, apalagi untuk konsumen yang berpenghasilan rendah. 
Meskipun harga yang murah para konsumen juga bisa mendapatkan 
pakaian bekas yang bermerk dan pantas untuk di pakai. 
 Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi pakaian 
bekas tersebut, maka penjual mengatakan bahwa pakaian bekas tersebut 
dalam kondisi masih baik. Jika pakaian bekas tersebut memiliki cacat dan 
pembeli tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak akan 
menjelaskan keadaan sebenarnya dengan tujuan penjual akan mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut Bapak Sugimin selaku 
pembeli merasa kecewa ketika membeli pakaian bekas ini, karena 
ditemukan adanya robekan di pakaian bekas tersebut. Dikarenakan penjual 
tidak memberitahu secara langsung kecacatan tersebut. Seharusnya 
pakaian bekas bisa bermanfaat bagi pembeli tersebut maka banyak 
pembeli merasa dirugikan dan kemungkinan pakaian bekas tidak 
bermanfaat. 
 Dalam pembelian pakaian bekas di Pasar Raya Pedan ini diberikan 
kebebasan untuk memilih dan meneliti pakaian yang mereka inginkan 
sampai pembeli merasa puas. Pakaian bekas di Pasar Raya Pedan ini masih 
banyak yang cacat tersembunyi, dikarenakan kurangnya informasi yang 
disampaikan oleh penjual tentang pakaian bekas yang diperjualbelikan 
menjadikan pembeli yang masih awam itu percaya begitu saja. 
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 Praktik jual beli pakaian bekas sudah menggunakan cara yang 
cukup baik, namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang 
kurang sesuai dengan aturan dan syarat jual beli, khususnya dalam jual 
beli pakaian bekas yaitu kualitas objek jual beli kurang diketahui dan 
kualitas tersebut tidak dijelaskan oleh penjual, karena pakaian bekas 
tersebut hanya dioprokan dan kemungkinan ada yang cacat. 
 
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas 
Di Pasar Raya Pedan Klaten 
 Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan 
hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi 
keinginan-keinginan sehingga memungkinkan manusia memperoleh 
maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu 
melakukan hukum tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat 
adalah jalan yang adil.2 
 Al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam 
melakukan kegiatan mu’amalah, seperti larangan memakan harta orang 
lain serta tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela, seperti dijelaskan 
dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) : 29, sebagai berikut : 
 َْيب ْمَُكلاَوَْمأ اُولُْكَأت َلااُونَما َء َنيِذَّلا اَهَُّيأَاي َراَحِت َنوَُكت َْنأ َِّلاا ِلِطَابْلِاب ْمَُكن  ة  
  ْمُكْنِم ٍضاََرت ْنَع  
                                                             
2 Nadzar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1994), hlm. 57. 
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 “ Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu”. (Q.S An-Nisa’: 29). 
 Ayat di atas dapat dipahami bahwa memakan harta secara batil ini 
meliputi semua cara mendaptkan harta yang tidak diizinkan atau tidak 
dibenarkan oleh Allah SWT. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap, 
berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan 
harganya, dan semua bentuk jual beli yang dilarang. 
 Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik 
antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari 
jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang 
merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari. 
Hal inilah yang mungkin menjadi pertmbangan dalam penulisan. 
 Salah satu bentuk muamalah itu adalah transaksi jual beli, 
sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah (halal ) jika tidak 
ada suatu sebab yang melarangnya. Jual beli mempunyai rukun dan syarat 
yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh 
syara’.3 
 Di Dalam  jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun 
jual beli ada tiga, yakni : akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad 
                                                             
3 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah...,  hlm.76. 
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(penjual dan pembeli), dan barang (objek jual beli).4 Sedangkan syarat jual 
beli yaitu: 
1. Terkait dengan orang yang melakukan akad yaitu: baligh, berakal, 
kehendak sendiri. Dalam hal ini orang yang membeli pakaian bekas di 
Pasar Raya Pedan ini adalah tidak semua orang dewasa anak-anak juga 
ada dan mempunyai kehendaknya sendiri untuk membeli pakai bekas. 
Didalam hal ini sudah jelas terjadi, karena kenyataan di lapangan. 
Masyarakat yang datang di Pasar Raya Pedan ini merupakan pembeli 
yang langsung datang ke pasar. 
2. Terkait dengan Sigāt : dalam hal ini sudah memenuhi adanya ijab dan 
qabulnya. Mereka melakukan tawar-menawar dalam transaksi jual beli 
tersebut serta serah terima barang dan uang. 
3. Terkait ma’qud alaihi (objek akad) yaitu syaratnya : 
a. Suci, pakaian bekas tersebut belum tentu suci karena  pakaian 
bekas yang dijual disana  sebelumnya tidak dilakukan pencucian 
terlebih dahulu. 
b. Barang tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia, dalam hal 
ini pakaian bekas yang diperjualbelikan berguna jika pembeli tidak 
menemukan cacat pada pakaian tersebut. Tetapi jika menemukan 
cacat tentu pakaian itu tidak dipakai dan tidak berguna. 
                                                             
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 70. 
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c. Pakaian bekas yang dijualbelikan berada ditempat, sesuai dengan 
kenyataan di lapangan merupakan pakaian bekas yang dipajang 
langsung oleh penjual. 
d. Pakaian yang dimiliki merupakan pakaian bekas milik sendiri. 
Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah 
pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik 
sah barang tersebut. Kebanyakan pakaian bekas yang dijual di 
Pasar Raya Pedan adalah barang milik penjual sendiri dan ia biasa 
mengambil dari tukang pengepul. 
e. Syarat terakhir yaitu pakaian yang dijual ini diketahui oleh pihak 
penjual maupun pembeli. 
 Dalam hal ini obyek barang di Pasar Raya Pedan belum memenuhi 
syarat jual beli yang terkait dengan obyek barangnya, terutama untuk 
pakaian bekas. Kebanyakan pakaian bekas yang dijual oleh pedagang 
kurang mengetahui kondisi pakaian yang mereka jual. Jadi  transaksi jual 
beli disini termasuk dalam transaksi gharar, yaitu adanya unsur 
ketidakjelasan pada pakaian bekas yang dijual, dan penjual 
menyembunyikan cacat pada pakaian tersebut. 
 Islam melarang jual beli dalam bentuk apapun yang dapat 
merugikan dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. 
Jual beli dalam bentuk jual beli Gharar, Gharar dalam objek yang 
diperjualbelikan juga tidak boleh dilakukan dalam Islam. Karena akan 
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sangat merugikan konsumen apabila objek yang diperjualbelikan adalah 
barang yang masih mengandung Gharar. 
 Islam memberikan perlindungan konsumen berupa hak khiyar dan 
jaminan atas barang (agunan). Hak khiyar merupakan hak yang telah 
melekat dalam akad mempunyai hak sesuai dengan kesepakatannya atau 
diluar dari kesepakatannya untuk melakukan pembatalan akad yang telah 
dibuat. Sehingga objek benda yang Gharar jika terjadi masalah di 
kemudian hari, maka bisa dibatalkan atau diminta pertanggungjawabannya 
dan dapat diminta ganti rugi atau ditukarkan dengan barang lainnya, baik 
penukaran dengan uang ataupun dengan barang lain. 
 Jual beli pakaian bekas di Pasar Raya Pedan tidak ada 
perlindungan konsumen dari objek akad. Karena jual beli yang dilakukan 
dalam transaksi jual beli pakaian bekas ini berlaku jual beli terputus. 
Sehingga setelah transaksi pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi atas 
barang yang dijual. Mereka tidak memberikan garansi dengan alasan 
karena barang-barang yang mereka jual adalah barang bekas. 
 Penjual barang tanpa memberikan informasi yang jelas juga 
merupakan sebuah kecacatan dan kecurangan dalam jual beli. Seperti 
tindakan penjual pakaian bekas di Pasar Raya Pedan tidak 
memberitahukan kepada pembeli tentang keadaan dan kondisi barang serta 
informasi yang berkaitan dengan barang yang akan diperjual belikan. 
Penjual seperti ini termasuk dalam transaksi yang cacat dan curang, atau 
59 
 
disebut jual beli al-Ghasysyi (penipuan) dan mengandung unsur Gharar 
didalam objeknya. 
 Berdasarkan hasil penelitian, bahwa ada beberapa hal yang peneliti 
simpulkan. Ada beberapa hal terkait dengan barang yang dijual pembeli 
yaitu: 
1. Pakaian bekas tersebut ada dan merupakan milik penjual sendiri 
namun, penjual tidak mengetahui kondisi pakaian tersebut. Apakah 
masih layak pakai atau tidak. 
2. Pakaian bekas tersebut ada dan merupakan milik penjual sendiri, 
penjual sebenarnya juga tahu kondisi dari pakaian bekas tersebut, 
namun tidak mau memberikan penjelasan secara lengkap kepada 
pembeli. 
 Berdasarkan pernyataan diatas, syarat jual beli di Pasar Raya Pedan 
tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, terutama pakaian bekas yang 
dijual oleh pedagang oprokan. Karena kedua pihak yaitu penjual dan 
pembeli tidak mengetahui kualitas dari pakaian bekas tersebut 
 Pada Bab 2 rukun jual beli terkait dengan obyek barang adalah 
barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. 
Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, 
takarannya atau ukurannya, mengetahui dari segi kuantitas maupun 
kualitasnya. Maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan 
keraguan salah satu pihak. 
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 Dalam melakukan jual beli, hal penting yang harus diperhatikan 
adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. 
Artinya : carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan dengan cara 
yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual 
beli, seperti, penipuan, pencurian, perampasan, riba. Jika barang yang 
diperjualbelikan tidak sesuai dengan barang tersebut, artinya tidak 
mengindahkan peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli 
yang dilakukannya haram hukumnya, haram dipakai dan haram 
dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah). Yang termasuk 
perbuatan bathil adalah penipuan, perampasan, makan riba, penghianatan, 
perjudian, suapan, berdusta, pencurian.5 
 Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli 
pakaian bekas di Pasar Raya Pedan merupakan jual beli al-Ghasysyi yaitu 
jual beli yang mengandung unsur penipuan dengan menyembunyikan 
cacat pada barang. Sehingga praktik jual beli ini merupakan praktik yang 
dilarang oleh Islam, mengingat praktik ini lebih banyak berakibat buruk 
dan penuh kemudharatan dibanding dengan kemaslahatan dan 
keuntungannya, kendati secara fiqh muamalah tidak sah karena tidak 
sesuai syarat jual beli dan mengandung unsur Gharar adanya 
ketidakjelasan kualitas pakaian bekas yang diperjualbelikan. 
 Padahal pembeli melakukan jual beli untuk mendapatkan pakaian 
yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual melakukan jual 
                                                             
5 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2, (Bandung: Pustaka 
Setia, 2007), hlm. 24. 
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beli untuk mendapatkan keuntungan, walaupun untuk semua rukun jual 
beli terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, ijab qabul dan barang yang 
akan dijual namun, berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu 
unsur yang belum terpenuhi yaitu pakaian bekas yang dijual harus 
diketahui secara jelas kualitasnya. 
 
C. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik 
Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Raya Pedan Klaten 
 Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material 
maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin maju ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas 
dan efesiensi atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai 
sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut. 
Akhirnya, baik langsung apa tidak langsung, konsumenlah yang umumnya 
akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya memberikan 
perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan 
suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan solusi 
terutama di Indonesia. 
 Pasar Raya Pedan merupakan pasar tradisional yang dimiliki oleh 
pemerintahan kota Klaten. Dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan 
kejelasan mengenai spesifikasi tentang pakaian bekas yang akan mereka 
beli baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga yang sewajarnya 
untuk barang tersebut. Sehingga kondisi ini mengakibatkan kedudukan 
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pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada 
dalam posisi yang lemah. 
 Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat 
bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya 
pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala 
aktifitas muamalah yang merugikan pihak konsumen. 
 Jual beli dalam pandangan hukum normatif harus memenuhi 
ketentuan, yakni: Perlindungan konsumen pasal 2 berasaskan manfaat, 
keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan kosumen , serta 
kepastian hukum. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
1. Asas manfaat yaitu, untuk tidak terlepas dari nilai-nilai manfaat baik 
itu konsumen, pelaku usaha ataupun secara keseluruhan. 
2. Asas keadilan yaitu, tidak berat sebelah dalam hal ini tercapainya 
anatara hak dan kewajiban haus terpenuhi agar tercapainnya keadilan. 
3. Asas keseimbangan yaitu, kepentingan konsumen, pelaku usaha dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual harus terjaga untuk 
menjaga keseimbangan. 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini bertujuan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsmen 
dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan. 
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5. Asas kepastian hukum yaitu, bertujuan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan mendapatkan perlindungan konsumen. 
 Biasanya penjual disini jarang memberitahu kondisi pakaian ini, 
jadi pembeli diberi kebebasan untuk memilih sendiri pakaiannya. Seorang 
pembeli pernah mengalami pada saat membeli sweater sesampai rumah di 
cuci lalu kemudian memakainya setelah beberapa jam merasakan 
tubuhnya gatal-gatal lalu komplain kepada penjualnya namun hanya bilang 
mungkin mencucinya kurang bersih. 
 Menurut pasal 2 ayat 4 berdasarkan asas keamanan dan 
keselamatan konsumen ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas 
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 
digunakan. Bahwa disini konsumen merasa dirugikan karena setelah 
memakai pakai bekas tersebut telah mengalami gatal-gatal. 
 Dalam pasal 2 ayat 5 bedasarkan asas kepastian hukum pelaku 
usaha sudah melanggar peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian 
bekas, namun di sini pelaku usaha masih menjual pakaian bekas tersebut 
padahal sudah jelas larangan tersebut. 
 Dari segi hak-hak konsumen pasal 4 UUPK diantaranya: 
1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa. 
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2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai 
tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan. 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Menurut pasal 4 ayat 1 tentang hak atas kenyamanan dan keselamatan 
dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa, bahwa jual beli di Pasar Raya 
Pedan ini tidak ada tempat untuk mencoba pakaian yang akan di beli oleh 
konsumen, hal ini membuat konsumen tidak nyaman memungkinan 
pakaian yang di beli itu kekecilan. Pakaian-pakaian bekas yang 
diperjualbelikan di Pasar Raya Pedan ini dalam kondisi yang kurang bersih 
hal ini menjadikan konsumen menjadi tidak nyaman dan akan berdampak 
kurang baik bagi kesehatan serta rentan dengan penyakit-penyakit yang 
membahayakan. 
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Hasil wawancara dengan semua konsumen, mereka menjelaskan 
praktik jual beli di Pasar Raya Pedan tidak ada garansi setelah pakaian 
tersebut dicoba dirumah tidak cocok, tidak muat maupun mengalami 
gangguan kesehatan setelah memakai pakaian bekas tersebut. Kemudian 
faktor-faktor konsumen mengenai alasan membeli pakaian bekas di Pasar 
Raya Pedan yaitu karena harga barang yang dijual murah dan dijangkau 
oleh kalangan bawah. 
Praktik perlindungan konsumen di Pasar Raya Pedan , para pedagang 
umumnya menawarkan barang dagangannya tetapi tidak menjelaskan 
mengenai spesifikasi tentang kualitas pakaian bekas yang mereka jual. 
Para pedagang lebih membebaskan pembeli untuk memilih pakaian  yang 
akan mereka beli, sehingga ini dapat merugikan konsumen-konsumen 
yang masih awam akan pengetahuan mengenai pakaian bekas yang mereka 
beli. 
Menurut hak-hak konsumen pasal 4 UUPK, ada beberapa ayat yang 
diterapkan yaitu pada ayat di antaranya: Hak atas informasi yang benar, 
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang (ayat 3), Hak untuk 
diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 
(ayat 7) dan Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagimana mestinya (ayat 8). 
 Kemudian untuk memenuhi berbagai upaya-upaya perlindungan 
konsumen, maka UUPK menjelaskan adanya kewajiban-kewajiban yang 
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harus dilakukan untuk pedagangan atau pelaku usaha yaitu pada pasal 7 
diantaranya: 
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku. 
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan. 
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan. 
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
 Ketika pembeli datang untuk membeli pakaian bekas di Pasar Raya 
Pedan, mereka diberi kebebasan oleh penjual untuk meneliti pakaian yang 
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mereka inginkan sampai pembeli merasa puas dan yakin akan pakaian 
yang diinginkan. Karena pada saat kita memilih pakaian yang akan kita 
beli, penjual tidak transparan dalam memberikan informasi tentang 
pakaian bekas tersebut. Pada umumnya ketika calon pembeli menanyakan 
kualitas barang penjual selalu berkata bahwa pakaian itu masih layak 
untuk dipakai. 
 Larangan praktik tersebut jelas dapat merugikan pihak-pihak 
konsumen, tindakan menyembunyikan informasi dalam jual beli dapat 
mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Dalam hal ini, upaya 
perlindungan konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha di Pasar Raya 
Pedan tidak memenuhi pada pasal 7: bahwa pelaku usaha harus beritikad 
dalam melakukan usahanya (ayat 1), pelaku usaha wajib memberikan 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, 
perbaikan, dan pemeliharaan (ayat 2).  
 Kemudian pelaku usaha juga wajib memperlakukan konsumen 
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (ayat 3), pelaku usaha harus 
memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang 
diperdagangkan (ayat 6), serta memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 
tidak sesuai dengan perjanjian (ayat 7). 
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 Kemudian pasal 8 menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilarang 
bagi pelaku usaha di antaranya: Pelaku usaha dilarang memperdagangkan 
barang yang rusak, cacat, atau bekas yang tercemar tanpa memberikan 
informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut (ayat 2). 
Mengenai upaya perlindungan konsumen dilihat dari praktik jual beli di 
Pasar Raya Pedan melanggar pasal 8 ayat 2 karena para pedagang tidak 
memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai kualitas barang 
tersebut. 
 Dari uraian di atas, upaya perlindungan konsumen di Pasar Raya 
Pedan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 secara 
keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen 
serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu: pasal 4 
ayat 3, 7, dan 8 mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 ayat 1,2,3,6 dan 7 
mengenai kewajiban pelaku usaha kemudian untuk pasal 8 ayat 2 
mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha. 
 Secara umum mengenai upaya perlindungan konsumen antara 
hukum Islam dengan UUPK mempunyai persamaan dan perbedaan, 
adapun persamaannya seperti: hak untuk memilih, hak untuk mendapat 
informasi yang benar dan jelas, hak untuk didengar, serta hak untuk 
diperlakukan dan dilayani dengan benar.  
 Sedangkan perbedaan mengenai upaya perlindungan konsumen 
diantaranya: dalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat hak-
hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
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barang/atau jasa (ayat 1), hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan 
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 
(ayat 5), serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 
(ayat 6). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan analisis diatas, maka peneliti untuk 
skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Dalam praktik jual beli yang terjadi di Pasar Raya Pedan, meskipun 
banyak pakaian bekas yang diperjualbelikan memiliki kecacatan, 
namun tidak semuanya demikian. Apabila terdapat pakaian bekas yang 
ditemukan cacat, penjual justru menutupi sedemikian rupa, sehingga 
cacat tidak terlihat. Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang 
kondisi pakaian bekas tersebut, maka penjual akan mengatakan pada 
pembeli bahwa pakaian bekas yang dijual  tersebut dalam kondisi 
masih baik. Jika pakaian bekas tersebut memiliki cacat dan pembeli 
tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan 
keadaan sebenarnya dengan tujuan penjual akan mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang terjadi di lapangan pada 
saat diteliti ada unsur ketidakjujuran dan tidak adanya kejelasan 
mengenai pakaian bekas yang cacat dan tidak adanya garasi ketika 
pakaian bekas menalami cacat oleh pihak penjual. 
2. Jual beli di Pasar Raya Pedan tidak memenuhi salah satu syarat jual 
beli, terutama pakaian bekas yang dijual oleh pedagang oprokan, 
karena pakaian tersebut mengalami kecacatan. Jual beli pakaian bekas 
di Pasar Raya Pedan merupakan jual beli al-Ghasysyi yaitu jual beli 
 
 
yang mengandung unsur penipuan dengan menyembunyikan cacat 
pada barang. Sehingga praktik jual beli ini merupakan praktik yang 
dilarang oleh Islam, mengingat praktik ini lebih banyak berakibat 
buruk dan penuh kemudharatan dibanding dengan kemaslahatan dan 
keuntungannya, kendati secara fiqh muamalah tidak sah karena tidak 
sesuai syarat jual beli dan mengandung unsur Gharar adanya 
ketidakjelasan kualitas pakaian bekas yang diperjualbelikan. 
3. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  menurut pasal 2 ayat 
4 berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen ini bertujuan 
untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Bahwa disini 
konsumen merasa dirugikan karena setelah memakai pakai bekas 
tersebut telah mengalami gatal-gatal. Dalam pasal 2 ayat 5 bedasarkan 
asas kepastian hukum pelaku usaha sudah melanggar peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 
tentang larangan Impor Pakaian bekas, namun di sini pelaku usaha 
masih menjual pakaian bekas tersebut padahal sudah jelas larangan 
tersebut. Menurut pasal 4 ayat 1 tentang hak atas kenyamanan dan 
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa, bahwa jual beli di 
Pasar Raya Pedan ini tidak ada tempat untuk mencoba pakaian yang 
akan di beli oleh konsumen, hal ini membuat konsumen tidak nyaman 
memungkinan pakaian yang di beli itu kekecilan, serta pakaian yang 
 
 
diperjualbelikan di Pasar Raya Pedan ini dalam kondisi yang kurang 
bersih. Sedangkan menurut hak-hak konsumen pasal 4 ayat 3, 7, 8 
UUPK, bahwa dalam praktik jual beli ini pihak pembeli tidak 
mendapatkan informasi secara jelas dan tidak mendapatkan 
kompensasi ganti rugi dari pihak penjual. Menurut kewajiban pelaku 
usaha pasal 7 ayat 1,2,3,6 dan 7, dalam praktik jual beli ini pelaku 
usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi pakaian bekas yang diperjualbelikan di Pasar Raya 
Pedan Klaten. 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan 
dengan permasalahan telah di bahas tersebut, adalah sebagai berikut: 
1. Bagi penjual, hendaknya selalu memberikan informasi secara lengkap 
mengenai barang yang dijual belikan, sehingga ketika pembeli 
bertanya tentang spesifikasi dari barang tersebut penjual bisa 
menjelaskan, harusnya bersikap jujur terhadap barang yang dijual 
belikan, tidak menutupi cacat yang ada pada pakaian bekas tersebut, 
sehingga ketika pembeli membawa pakaian bekas sampai rumah 
pembeli tidak kecewa terhadap pakaian yang dibelinya. 
2. Bagi pembeli, agar memeriksa ulang dan teliti barang pilihannya 
dalam kondisi bagus, tidak rusak dan tidak bermasalah sebelum 
meninggalkan tempat jualan dan untuk memahami kondisi pakai bekas  
tersebut.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 : Jadwal Penelitian 
 Bulan  Januari Maret Agustus September Oktober November 
  Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
 
1.  Penyusunan 
Proposal  
x x x x                      
2.  Konsultasi  x x x X x x x x  x    x x x x x x x      
3.  Revisi Proposal     x x         x          
4.  Pengumpulan 
Data 
           x  x x x x x x x     
5.  Analisi Data                 x x x x     
6.  Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                  x       
7.  Pendaftaran 
Munaqasya 
                   x     
8.  munaqasya                      x    
9.  Revisi Skripsi                       x   
  
 
Lampiran 2 :  Biodata Narasumber 
1. Penjual Pakaian Bekas 
a. Nama  : Heri 
Alamat : Ngemplak, Tambakboyo, Pedan, Klaten 
b. Nama  : Mus 
Alamat :Sumber Wetan, Trucuk, Klaten 
c. Nama  : Karto  
Alamat : Tambakboyo, Pedan, Klaten 
d. Nama  : Wiyono 
Alamat : Salak, Jagan, Ceper, Klaten 
e. Nama  : Bagio 
Alamat : Mandong, Bero, Trucuk, Klaten 
 
2. Pembeli Pakaian Bekas 
a. Nama  : Yuda 
Alamat : Jalinan, Kedungan, Pedan, Klaten 
b. Nama  : Widodo 
Alamat : Kalangan,Kalangan, Pedan, Klaten 
c. Nama  : Sugimin 
Alamat : Sumber Kulon, Trucuk, Klaten 
d. Nama  : Aditya 
Alamat : Roworejo, Sobayan, Pedan, Klaten 
e. Nama  : Joko 
  
 
Alamat : Gatak, Kedungan, Pedan, Klaten 
f. Nama  : Raharjo 
Alamat : Togaten, Jetis Wetan, Pedan, Klaten 
g. Nama  : Sunaryo 
Alamat :Kupang, Karangdowo, Pedan, Klaten 
h. Nama  : Ranto 
Alamat : Kauman, Keden, Pedan, Klaten 
i. Nama  : Agung 
Alamat : Ngernak, Bendo, Pedan, Klaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 3 : Catatan Lapangan 
 
Pada tanggal 24 September 2019  saya melakukan penelitian di Pasar Raya 
Pedan Klaten  dengan pengelola pasar yaitu bapak kepala atau lurah pasar , 
kemudian saya menanyakan tentang  sejarah dan gambaran umum pasar Raya 
Pedan. Setelah selesai saya melakukan wawancara dengan para penjual pakaian 
bekas  di Pasar Raya Pedan tentang praktik jual beli yang dilakukan disana, saya 
melihat kegiatan yang  dilakukan oleh para pedagang seperti barang dagangan 
yang mereka jual , pelayanan penjual terhadap pembeli, serta tawar menawar 
antara penjual dan pembeli. 
Pada tanggal 7 Oktober 2019  saya juga melakukan wawancara kepada 
beberapa pembeli pakaian bekas tersebut. Ternyata di Pasar Raya Pedan  masih 
banyak konsumen yang beminat untuk membeli pakaian bekas tersebut. Saya 
melihat para konsumen memilih pakaian dengan teliti, namun disana tidak ada 
tempat untuk mencoba pakaian tersebut jadi harus benar-benar untuk memilihnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara 
Pedoman Wawancara dengan Penjual 
1. Berapa lama anda memulai usaha jual beli pakaian bekas ini ? 
2. Dari mana anda memperoleh pakaian bekas ini ? 
3. Berapa modal awal anda dalam membuka usaha pakaian bekas ini ? 
4. Jenis pakaian bekas apa saja yang anda jual disini ? 
5. Berapa harga pakaian bekas yang anda jual ? 
6. Berapa penghasilan jual beli pakaian bekas perbulan yang anda kelola ini ? 
7. Apakah anda menjelaskan tentang spesifikasi pakaian bekas yang dijual disini 
? 
8. Selama ini apakah ada yang komplain terhadap pakaian bekas yang anda jual, 
seperti gangguan kulit ? 
9. Bagaimana jika ada yang komplain tentang pakaian bekas yang anda jual ? 
 
Pedoman Wawancara dengan Pembeli 
1. Apakah anda senang membeli pakaian bekas ini ? 
2. Kenapa anda senang membeli pakaian bekas ini ? 
3. Biasanya pakaian bekas apa saja yang anda beli disini? 
4. Bagaiman cara anda sebelum memakai pakaian bekas ini, apakah langsung 
dipakai, dicuci, atau direbus terlebih dahulu  
5. Apakah anda mengetahui dari mana pakaian bekas tersebut berasal ? 
6. Bagaimana kualitas barang yang diperjualbelikan ? 
  
 
7. Apakah anda  pernah mengalami penyakit kulit setelah memakai pakaian 
bekas ini ? 
8. Apakah anda pernah komplain terhadap barang yang diterima ? 
  
  
 
Lampiran 5: Foto 
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